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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 177/PMK.02/2014

TENTANG

TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI

BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun
2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Menteri
Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 247/PMK.02/2012 tentang Tata
Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi, Dan
Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Bendahara Umum Negara;

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan
mengenai perencanaan, penelaahan, dan penetapan
alokasi bagian anggaran bendahara umum negara
serta memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal
22 Mei 2014, perlu mengatur kembali ketentuan
mengenai tata cara perencanaan, penetapan alokasi,
dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran
bendahara umum negara;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan
Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN
ALOKASI BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM
NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

2. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya
disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan
dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.

3. Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara,
yang selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan Dana BUN adalah
indikasi dana dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah yang
penganggarannya hanya ditampung pada BA BUN.

4. Pagu Indikatif Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut
Pagu Indikatif BUN adalah indikasi dana yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan berdasarkan hasil penilaian Indikasi Kebutuhan Dana BUN.

5. Pagu Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya
disebut Pagu Anggaran BUN adalah pagu anggaran BA BUN yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan digunakan sebagai dasar
penyusunan RDP BUN.

6. Alokasi Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara, yang
selanjutnya disebut Alokasi Anggaran BUN adalah pagu alokasi
anggaran BA BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan
digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun
anggaran.
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7. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara, yang
selanjutnya disingkat RKA BUN adalah dokumen perencanaan
anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang
berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka
pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerah
tahunan yang disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran BUN.

8. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara, yang
selanjutnya disingkat RDP BUN adalah dokumen perencanaan
anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN.

9. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang
selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan
Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan
bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA
BUN.

10. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang
selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari
masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah
atau satuan kerja di Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh
penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan
dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

11. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara
Umum Negara, yang selanjutnya disingkat DHP RDP BUN adalah
dokumen hasil penelaahan RDP BUN yang memuat alokasi anggaran
menurut unit organisasi, fungsi, dan program yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Anggaran atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur
Jenderal Anggaran.

12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, yang
selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan
anggaran yang disusun oleh KPA BUN.

13. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga
yang selanjutnya disingkat APIP K/L adalah Inspektorat
Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat atau nama lain yang secara
fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab
langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

14. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun
anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan
menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

15. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan untuk periode 5
(lima) tahun.
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BAB II

PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, PEMBANTU
PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN KUASA

PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

Bagian Kesatu

Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara

Pasal 2

Dalam melaksanakan fungsi BUN, Menteri Keuangan merupakan
Pengguna Anggaran BUN.

Bagian Kedua

Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara

Pasal 3

(1) Dalam rangka pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN,
Pengguna Anggaran BUN menetapkan PPA BUN.

(2) PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang sebagai:

1. PPA BUN Pengelolaan Utang (Bagian Anggaran 999.01); dan

2. PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02);

b. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai:

1. PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran
999.03); dan

2. PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran
999.99), antara lain untuk aset yang dikelola oleh pengelola
barang;

c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai:

1. PPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman (Bagian Anggaran
999.04); dan

2. PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran
999.99), antara lain untuk pengelolaan pembayaran belanja
pensiun, jaminan sosial, belanja selisih harga beras Bulog,
serta pendapatan dan belanja yang terkait dengan
pengelolaan kas negara.

d. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai PPA BUN
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Bagian Anggaran 999.05); dan

e. Direktorat Jenderal Anggaran sebagai:

1. PPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (Bagian Anggaran
999.07);
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2. PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran
999.08); dan

3. PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran
999.99), antara lain untuk pengelolaan penerimaan negara
bukan pajak terkait pendapatan minyak bumi, gas bumi, dan
panas bumi; dan

f. Badan Kebijakan Fiskal sebagai PPA BUN Pengelolaan Transaksi
Khusus (Bagian Anggaran 999.99), antara lain untuk pengeluaran
keperluan hubungan internasional dan/atau pembayaran
kontribusi fiskal pemerintah dalam bentuk dukungan kelayakan.

Pasal 4

(1) PPA BUN mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN
untuk tahun anggaran yang direncanakan;

b. menyampaikan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN kepada
Direktorat Jenderal Anggaran;

c. menyesuaikan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN
berdasarkan Pagu Indikatif BUN yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan;

d. menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah
disesuaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran;

e. menyusun rincian Pagu Anggaran BUN untuk masing-masing
KPA BUN dibawahnya berdasarkan Pagu Anggaran BUN yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

f. memberikan bimbingan teknis kepada KPA BUN dalam rangka
penyusunan RKA BUN;

g. meneliti RKA BUN dan dokumen pendukung yang disampaikan
oleh KPA BUN;

h. menyusun RDP BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau menyesuaikan RDP
BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN;

i. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA
BUN yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

j. mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk
menetapkan formula penghitungan yang digunakan dalam
penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN dan penyusunan
RDP BUN sesuai karakteristik masing-masing BA BUN;


